BABV
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab-bab
sebelumnya mengenai topik dalam penulisan ini, maka didapati kesimpulan
sebagai berikut:

a. Hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus
mengatur mengenai crowdfunding property di Indonesia atau
dengan kata lain masih terdapat kekosongan hukum mengenai
perlindungan hukum bagi pihak investor dalam crowdfunding
property di Indonesia. Kekosongan hukum tersebut tentunya
bukanlah berita baik mengingat bahwa di Indonesia sudah banyak
perusahaan penyelenggara kegiatan crowdfunding property dan
sudah banyak pula investor yang menginvestasikan dana.

Selain kegiatan crowdfunding property, terdapat praktik-
praktik investasi di bidang properti yang memiliki kemiripan dengan
crowdfunding property seperti Reksa Dana, Dana Investasi Real
Estat yang disingkat dengan “DIRE” dan Efek Beragun Aset yang
disingkat “EBA” di pasar modal. Selama ini Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) telah membuat regulasi khusus mengenai Dana Investasi Real
Estat yang disingkat dengan “DIRE” dan Efek Beragun Aset yang
disingkat “EBA” yang dibedakan dengan regulasi untuk Reksa
Dana. Selain itu, sudah terdapat beberapa aturan yang dikeluarkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai beberapa jenis
crowdfunding salah satunya mengenai equity based crowdfunding.
Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat peraturan

yang mengatur secara khusus mengenai crowdfunding property.

b. Oleh karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur

mengenai kegiatan crowdfunding property di Indonesia, maka,
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perlindungan hukum bagi pihak investor dalam kegiatan
crowdfunding property masih berdasarkan KUHPerdata yang mana
pihak investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap
pihak penyelenggara crowdfunding property atau pihak-pihak yang
terlibat seperti developer atau flipper sebagai penerima dana dari
investor. Investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi tersebut
apabila perjanjian antara para pihak tersebut adalah sah menurut
Pasal 1320 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat-syarat dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, investor juga dapat menggugat
pihak perusahaan penyelenggara crowdfunding property atas dasar
perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365
KUHPerdata asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
tercantum dalam pasal tersebut. Apabila banyak investor yang
dirugikan oleh pihak perusahaan penyelenggara kegiatan
crowdfunding property, maka para investor tersebut dapat

mengajukan gugatan class action.

Di Indonesia praktik crowfunding property sudah berjalan dan sudah
banyak perusahaan penyelenggara crowdfunding property di
Indonesia dan sudah banyak pula investornya. Namun, belum
terdapat aturan secara khusus yang mengatur mengenai
crowdfunding property. Melihat belum adanya aturan secara khusus
mengenai crowdfunding property, penulis melihat bahwa Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) perlu mendukung kegiatan crowdfunding
property di Indonesia dengan cara membentuk peraturan khusus
mengenai crowdfunding property guna memberikan perlindungan
hukum bagi pihak investor. Terdapat beberapa dasar bahwa Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) perlu membentuk peraturan yang mengatur
secara khusus mengenai crowdfunding property, yakni:

1. Telah banyak perusahaan penyelenggara yang telah

melakukan kegiatan crowdfunding property di Indonesia
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dan sudah banyak pula investor yang berkecimpung dalam
kegiatan crowdfunding property di Indonesia.

Kehadiran  crowdfunding property di Indonesia
merupakan hal yang positif sebab dapat meningkatkan
minat investasi masyarakat Indonesia dari berbagai
kalangan masyarakat sebab untuk berinvestasi dalam
kegiatan crowdfunding property ini tidak memerlukan
dana yang banyak yakni dapat dimulai dengan
menginvestasikan dana mulai dari Rp500.000 (lima ratus
ribu rupiah).

. Apabila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri tidak
mendukung, maka akan menyebabkan pihak investor
tidak yakin untuk menginvestasikan dananya dalam
kegiatan crowdfunding property dan apabila Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tidak memberikan perlindungan hukum
secara khusus kepada pihak investor dalam kegiatan
crowdfunding property akan membuat posisi investor
lemah dalam kegiatan crowdfunding property tersebut.

. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan
peraturan mengenai investasi properti Reksa Dana, Dana
Investasi Real Estat (DIRE) dan Efek Beragun Aset
(EBA) yang mana memiliki kemiripan dengan
crowdfunding property. Kemiripan tersebut terletak pada
mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan risiko.
Namun, antara crowdfunding property dengan investasi
properti Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat (DIRE)
dan Efek Beragun Aset (EBA) memiliki perbedaan yakni
pihak-pihak dalam crowdfunding property ini berbeda
dengan dalam dalam investasi properti Reksa Dana, Dana
Investasi Real Estat (DIRE) dan Efek Beragun Aset
(EBA) dengan crowdfunding property. Oleh karena itu,
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu membentuk
peraturan secara khusus yang mengatur mengenai
kegiatan crowdfunding property di Indonesia untuk
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam
kegiatan crowdfunding property dalam hal ini terutama
bagi pihak investor.

5. Saat ini telah ada pengaturan mengenai jenis
crowdfunding yang lain seperti peer-to-peer lending dan
peraturan mengenai equity based crowdfunding tepatnya
diatur dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018
tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham
Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya telah banyak
perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dan
bertujuan untuk melindungi pihak-pihak di dalamnya.
Dengan demikian, perlu pula dibentuk peraturan
mengenai crowdfunding property mengingat telah banyak
perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dan
telah banyak pula investor yang berkecimpung dalam
kegiatan crowdfunding property di Indonesia sehingga
perlu ada peraturan secara khusus guna memberikan
kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam

kegiatan crowdfunding property terutama pihak investor.

6.2. Saran

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam penelitian ini terutama
dalam BAB 1V, terdapat beberapa saran yang ingin penulis berikan terhadap
topik dalam penulisan ini yakni mengenai perlindungan hukum bagi pihak
investor dalam kegiatan crowdfunding property di Indonesia yang diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi pihak pembaca, yakni sebagai berikut:
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a.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pembentuk peraturan
dalam bidang keuangan di Indonesia perlu membentuk
peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai
crowdfunding property melihat telah banyak perusahaan
penyelenggara crowdfunding property di Indonesia dan telah
banyak investor yang menginvestasikan dananya dalam
kegiatan crowdfunding property di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang
diharapkan membentuk peraturan mengenai crowdfunding
property yang di dalamnya memuat mengenai sebagai berikut:

6. Penjelasan mengenai arti dari kegiatan crowdfunding
property;

7. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak;

8. Menegaskan bagaimana mekanisme dalam kegiatan
crowdfunding property;

9. Menegaskan bagaimana hubungan hukum di antara para
pihak yang ada yakni investor, perusahaan penyelenggara
crowdfunding property dan pihak flipper atau developer;

10. Mencantumkan sanksi-sanksi yang jelas bagi pihak yang
telah  melakukan  pelanggaran dalam  kegiatan
crowdfunding property di Indonesia.

7. Mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang wajib ada
dalam kontrak baku antara investor dengan pihak
penyelenggara crowdfunding property. Salah satu contoh
yang wajib ada dalam ketentuan baku tersebut adalah
sistem pembagian keuntungan seperti besaran bunga dari
keuntungan perbulan dalam kegiatan crowdfunding

property yang menjadi hak dari pihak investor.
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c. Masyarakat selaku pihak yang menginvestasikan dananya dalam
kegiatan crowdfunding property dan calon investor sebaiknya
lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan penyelenggara
kegiatan crowdfunding property, salah satu cara dalam berhati-
hati adalah mencari informasi mengenai perusahaan
penyelenggara kegiatan crowdfunding property sebelum
menginvestasikan dana. Hal tersebut dilakukan untuk

meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

d. Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan crowdfunding
property sebaiknya melakukan pengecekan dan penyaringan
yang ketat untuk mencari flipper yakni selaku pihak penerima
dana dari investor untuk mencegah dan mengurangi risiko

kerugian yang mungkin terjadi.
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